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BUPATI SAROLAI{GUI{

PERATURAN BUP*TI SAROLAT{GUN
NOMOR OE. TAHUN 2011

TENTANG

PERJAISITAN DINAS BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPIITAN DAN
ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PEGAIflAI TIDAK TETAP

DI LI NG KU ilGAI{ PE M ERI NTAH I(ABUPflTEN SAROI.*NGU N

Menimbang

Mengingat

BUPATI SAROLANGUN,

: a. bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas harus sesuai dengan
kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan
keuangan negara;

b. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi dan ekonomis
perjalanan dinas serta tercipbnya tertib administrasi perlu
dilakukan penataan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf
b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

1. undang-undang Nomor B Tahun 1gl4 tentang pokok-pokok
Kepegawaian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Lg74
Nomor 55, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang=Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Atas undang-Undang
Nomor B Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(tembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);

3. Undang-undang Nomor 54 Tahun lggg tentang pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi,.
dan lGbupaten Tanjung Jabung Timur, (Lembaran Negara -.-
Republik Indsnesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan tembaran
Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan undang=
Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan Atas undang-
undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Repubrik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3969);
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan tembaran Negara Republik Indsnesia Nomor +2g6);

5. undang-Undang Nomor 1 Tahun 2a04 tentang perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indsnesia Tahun 2004 Nsmsr 53, Tambahan tembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

7. undang-undang Nomor 15 Tahun 2AA4 tentang pemeriksan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20M Nomor G6,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2A04 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
L25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aS+fl;

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indsnesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3S);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20al tentang pembagian
urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor a737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2aa7 bntang organisasi
Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2047 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indsnesia
Nomor 474L);

1. Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
2407 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan
Daerah.

Memperhatilcan :
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2. Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05|2AA7
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri SiBil, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah
diubah dengan Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
0ZPMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 45/PMK.05l2A07 tentang Perjalanan Dinas
Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan
Pegawai Tidak Tetap.

MEMUTUSI(AN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAROISNGUN TENTANG PERIATANAN DINAS
BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP
DIUNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAROI.ANGUN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratumn Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sarolangun

2. Wakil Bupati adahh llrakil Bupati SErolangun

3. seketaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten sarolangun

4. Pimpinan dan Anggota DpRD adalah pimpinan dan Anggota DpRD
Kabupaten Sarolangun

5. Pegawai Negeri stpit adalah pegawai Negeri sipit dilingkungan
Pemerinhh Kabupaten Sarolangun

5. Pejabat Negara, Pegawai Negeri sipil, dan pegawai ridak Tetap
adalah kjabat Negara, Pegawai Negeri sipir, dan pegawai ridak
Tetap sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Ferubahan atas undang-undang Nomor grahun
1974 tentang Pokok-pokok Kepgawaian

7. @awai ridak Tetap adalah pegawai yang diangkat oleh Bupati
sarolangun atau atas persetujuan Bupati sarolangun uritut
melaksanakan tugas kedinasan untuk pemerfntah Kabupaten
sarolangun dengan masa kerja sekurcng-kurangnya 1 (satu) tariun

8. Perjalanan Dinas dalam Negeri selanjutnya disebut perjalanan dinas
adalah perjalanan ke luar tempat kedudulon bagi perseorangan
maupun wara.bersetma )Eng jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima)
kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalim wilalah Repubik
Indonesia untuk kepentingan Negara atas printah pejabat yang
berwenang

9. Lump5um adahh udng yang dibiyirkan s€kaliguS

10. Perhitungan rampurg adarah pe*ritungan biaya perjalanan yang
dihitung sesuai kebutr,rhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku

Halaman 3



'*,ri$ilfii il u ;:iliri Ur**it air:., ; I

ll.Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SppD
adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota
DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan pegawai Tldak Tetap untuk
melaksanakan Ferjalanan Dinas

1 2. Tempat Kedudukan adalah tempaVkofa/satuan kerja berada

l3.Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan
dinas

14. Perialanan Dinas DSlam Daerah adahh PerjdlEnan DiRas yang
dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DpRD,
dan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten
sarolangun yang melaksanakan tugas dinas dalam wilayah
kecamatan dalam lGbupaten Sarolangun

15. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah P€rjalinin DinaS yang
dilaksanakan oleh Bupati, wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DpRD,
dan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerinhh Kabupaten
Sarolangun yang melaksanakan tugas dinas antar Kabupaten dalam
wilayah Provinsi Jambi dan atau ke luar daerah Provinsi Jambi dalam
wilayah Negara ReBublik Indsnesia

l-.

16. Dikecualikan
Kunjungan
protokoler

dari
Kerja

Perjalanan Dinas adalah Kegiatan Reses dan
DPRD, Sopir dan Ajudan Pejabat, kegiatan

j

Bupati/Wakil Bupati, Kegiatan
Monitoring/Bintek/ Penagihan Pajak dan Retribusi
Daerah/InvetarisasilKegiatan Pemadam Kebakaranl penyeresaian

l(asus, jika pembiayaannya diatur tersendiri

BAB II
PEJABAT YANG BERIfrIENANG

Pasal 2

Pejabat llang berwenang memberikan Berintah perjalanan Dinas adalah ;

1. Bupati sarolangun/wakil Bupati untuk perjalanan Dinas yang
dilakukan oleh Bupatilwakil Bupati, sekretaris Daerah, para Asisten,
staf Ahli Bupati, sekretaris DPRDllnspektur/Kepala BadanlKepala
Dinas/Direktur RSU/Kepala lGntor dilingkungan pemerintah
lGbupaten Sarolangun

2. Ketua atau wakil Ketua DPRD untuk perjalanan Dinas yang
dilakukan oleh Ketua, Wakil Ke.illa, dan Anggota DpRD

3. seketaris Daerah untuk Pefralanan yang dilakukan oleh Asisten, dan
sekretaris DPRDI Inspektur/Kepala Badan/Kepala Dinas/ DireKur
RSUlKepala Kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten sarorangun

4. Asisten untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh sekretaris
DPRD/InspeKur/Kepala Badan/Kepala Dinas/ Direktur RSUlKepata
Kantsr/Kepala Bagian setda dilingkungan pemerintah KabuBaten
Sarolangun
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5. Sekretaris DPRDllnspktur/Kepala Badan/Kepala Dinas/ Direktur

RSU/Kepala lGntor untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh
Pegawai dilingkungan SKPD yang bersangkuEn.

6. Camat untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Camat,
Perangkat Kecamat;n, Kepala UPTD atau sebutan lainnya, Perangkat
Kelurahan, Perangkat Desa untuk Perjalanan Dinas dalam wilayah
kerjanya. Untuk Camat, Perjalanan Dinas Keluar Daerah Provinsi
lambi ditandatangani oleh Bupati Sarolangun

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) untuk Pefialanan Dinas
yang dilakukan oleh pegawai dilingkungen UFTD yang bersangkutan

Pasal 3

Pejabat yang benruenang menandatangani SPPD pada kolom
kepulangan/kembali sebagai berikut :

1. BuBati/Wakil Bupati untuk Pe{alanan Dinas yang telah dilaksanakan
oleh Bupati, Wakil Bupati dan Staf Ahli Bupati

2, Sekretaris Daerah, untuk Peflalanan Dinas telah dilaksanakan oleh
Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, SekreEris DPRDI
Inspektur/Kepala Badan/Kepala Dinas/ Direktur RSUlKepala Kantor

3. Asisten Sekda, untuk perjalanan telah dilakukan oleh Sekehris
DPRD/ Inspektur/Kepala Badan/Kepala Dinas/ Direktur RSUlKepala
Kantor, para Kepala Bagian dan Staf dilingkungan Sekebriat Daerah

4. Sekretaris DPRD, untuk perjalanan yang telah dilaksanakan oleh
Kefua dan Wakil Ketua serta Anggota DPRD, Sekretaris DpRD, grara

Kepala Bagian dan Sbf dilingkungan Sekretariat DPRD

5. Sekretaris Badan/Dinas, untuk perjalanan yang telah dilaksanakan
oleh para Kepala Bidang dan sfaf dilingkungan SKPD yang
bersangkutan

6. Kepala Bagian Tah Usaha pada Kantor untuk pefialanan dinas yang
telah dilaksanakan oleh staf dilingkungan sKpD yang bersangkutan

7- Sekretaris Kecamatan untuk Perjalanan Dinas yang telah dilakukan
oleh Per:angkat Kecamatan, Kepala uFl-D ahu sebuhn fainrrya,
Pemngkat Kelumhan, Perangkat Desa di wilayah kerja yang
bersangkutan

8. Kepala unit Pelaksana Teknis Dinas (uprD) untuk perjalanan Dinas
yang dilakukan oleh Pegawai dilingkungan uprD yang bersangkutan
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BAB III
BIAYA PER'ALAHAN DINAS

Pasal 4

Perjalanan Dinas dilingkungan Pemerintah rGbupaten sarolangun
dibayarkan secara lunsum (sekaligus)

Biaya Perjalanan dinas diperuntukkan bagi 6 (enam) golongan
yaitu :

a. Golongan A
b. Golongan B

c. Golongan C

d- Golongan D

e. Golongan E

f. Golongan F

Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD
Pejabat Eselon II, Anggota DPRD
Pejabat Eselon III/PNS Gol. IV
Pejabat Eselsn IV/PNS Gol. III
PNS Gol. II, Gol I
Pegawai Tidak Tetap

3. Biaya Perjalanan Dinas digolongkan sebagai berikut :

a. zona Lancar, Sedang, dan Berat untuk biaya perjalanan Dinas
Dalam Daerah dalam Kabupaten sarolangun dan perjalanan
Dinas Dalam Daerah dalam Frovinsi Jambi

b. Biaya perjalanan dinas luar daerah ke Ibukota Negara dan
Provinsi lainnya, biaya Perjalanan Dinas daram daerah dalam
Kabupaten sarolangun, biaya perjalanan Dinas dalam daerah
luar KabuBaten sarolangun, sebagaimana tereantum dalam
lampiran angka I,II, dan III peraturan Bupati ini

c. Klasifikasi wilayah untuk perjalanan dinas daram Kabupaten
sarolangun sebagaimana tercantum dalam lampiran angka IV
Peraturan Bupati ini

Penetapan Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3) point a,
didasarkan pada :

Kriteria Kondisi falan Jarak Temouh
BERAT Kuranq Baik Jauh
SEDANG Cukup Baik Cukup Dekat
I-ANCAR Baik Dekat

untuk Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Ibukota Negara
dan Provinsi Lainnya disesuaikan dengan jenis transpofiasi ylng
akan digunakan, iika menggunakan transpeftasi udara, maki
d iberika n ba ntua n tra nsportasi Sarola ng u n-Ja m bi.

untuk Perjalanan ke Ibukota Negara dan provinsi Lainnya bagi
Golongan F, dilakukan untuk keperluan mendesak dan atas
persetujuan atasan langsung

4.

5.

6.
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BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN PERIALATTAN DINAS

Pasal 6

(1) KeBada Pejabat yang berwenang memberikan Berintah perjalanan
Dinas harus mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi
pelaksanaan Perjalanan baik lamanya waktu perjalanan maupun
transpoitasi yang digunakan.

(2) Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam provinsi Jambi dan dalam
Kabupaten sarolangun maksimal 3 (tiga) hari, kecuali mendapat
persetujuan dari Pejabat yang berwenang.

(3) Tata cara Fnghitungan lamanya perjalanan dinas meliputi jumlah
hari untuk mencapai daerah tujuan, jumrah hari di ternpat iu;uan,
dan jumlah hari untuk kembali ke tempat kedudukan.

(4) Biaya transpoftasi pefialanan dinas luar daerah provinsi Jambi
sebagaimana dalam lampiran angka I dalam peraturan Bupati ini,
berlaku untuk satu kali perjalanan termasuk biaya transportasi untuk
transit. Untuk Perjalanan lanjutan dapat diberikan biafa transportasi
sesuai tarif yang teltem pada tiket.

Pasal 7

(1) Perjalanan Dinas yang dilakukan kurang dari 5 (lima) kilometer dari
tempat batas kota tempat kedudukan, tidak dapat biberit<an biaya
Berjalanan dinas.

(2) untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
inenggunakan surat perintah Tugas dari pejabat yang berwenang.

t
BAB V

PERTAHGGUNGJAWABAI{ PERJAT.ANAil DINAS

Pasal B

(1) Menyampailen bukti-buldi Bengeluaran selama Berjalanan dinas,
meliputi SPPD yang telah dibubuhi Bnda tangan pejabat tempat
tujuan serta dasar pelaksanaan perjalanan dinas (undangan,
panggilan, dsb).

(2) Dasar pelalaanaan perjaranan dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) termasuk perintah lisan dari atasan langsung.

(3) MenyamBaikan laBoran tertulis kepada atasan langsung tentang hasil
prjalanan dinas.

(4) Bupati, wakil Bupati, pimpinan dan Anggota DPRD, serta pegawat
yang melakukan Perjalanan dinas bertanggung jawab sepenJhnya
atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat kesalahan
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kelalaian,. atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya
dengan perjalanan dinas.

BAB W
I.AIN.IAIN

pasal 9

(1) Bupati, wakil BuBati, pimpinan dan Anggota DpRD sefta pegawai
yang melakukan perjalanan Dinas wajib menjaga nama baik daerah.

(2) Perjalanan Dinas yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini,
dapat dibayarkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraiurun
perundang-undangan yang berlaku dan mendapat persetujuan dari
Bupti Sarolangun.

BAB VII
PENUTUP

pasal 10

(r) lengan dikeluarkanlya peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati
sarolangun No. 62 Tahun z00g tentang Ketentuan perjalanan-oiii,
Jabatan Dalam |ttegg Bagi pejabat Negara, pegawai Nqeri sipil danFegawai ridak Tetap dilingkungin Femerintatr 

- 
raoupatcn

sarolangun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Bupati ini hrraku sejak bnggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal ao bo,:ql 2011

BUPATI SAROTANGUN,

Z*
H. fi EI{DRA

DIUNDANGKAN DI SAROI-ANGUN
PADATANGGAL 2o Januqn 201 1

SEKRETARIS DAEMH

BERITA DAEMH KABUPATEN SAROI-ANGUN NOMOR O 2
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Lampiran Peraturan Bupati Sarolangun
Nomor 02 Tahun 2011
Tanggal aa Jaooai 2011
Tentang Perjalanan Dinas Bngi Bupati dan Wakil Bupati. pimpinan Dan

Anggota DPRD, Pegawai Negeri sipil serta pegawai ridak
TetaB Diltngkungan pemerlnhh Kabupaten Sarolangun

I. Biaya krJalanan Dinas Luar Daerah ks lbukob Hegnm dan PrwinC Lainnya

)

Golongan Uang
Harian/-Hari

Penginapan Transport
Sarolangun-

Jambi

Transportasi
Udara

Transpoftasi
Darat /BBM

Uang
Representasi

1 2 3 4 5 6 7

Gol. A
Gol. B
Gol. C
Gol. D
GoI, E

Gol. F

Rp.450.000
Rp..100.000
Rp.350.000
Rp. 300.000
Rp. 2s0.000
Rp. 200.000

Rp. 700.000
Rp.600.000
Rp. 500.000
Rp. 400.000
Rp. 300.000
Rp.300.000

Rp. a00.000
Rp. 300.000
Rp.250.000
Rp. 250.000
Rp, 250.000
Rp. 250.000

Rp.2.000.000
Rp. 1.700.000
Rp. 1.700.000
Rp. 1.700.000
Rp. 1.700.000
Rp. 1.700.000

Rp. 2.500/Km
Rp. 2.000/Km
Rp. 1.500/Km
Rp. 1.5001Km
Rp. 1.500/Km
Rp. 1.500/Km

Rp.200.000
Rp. 110.0m

rr. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Luar Kabupahn sarolangun

No Gol
BERAT

( Sei. Penuh, Kerinci, Tanjabbar,
Taniabtim)

SEDAIIG
(Kota Jambi, Ma. Jambi, Bungo,

Tebo)

I.AIICAR
(Merangin dan Batanghari)

Uang
Harian/

Hari

rEr rgil rqlEl
/ Malam

franspot
/BBM
(P/P)

Uang
Harian/

Hari

Pengrnapan
/ Malam

rranspoft
/BBM
(P/P)

Uang
Harian/

Hari

Penginapan
/ Malam

I ransport
IBBM
l/p/pt

1 2 3 4 5 6 7 8 t lt 11

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Gol. A

Gol. B

Gol. C

Gol. D

Gol. E

Gol. F

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

350.000

300.000

250.000

200.000

175.000

150.000

450.000

400.000

3s0.000

300.000

250.000

200.000

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

350.000

300.000

2s0.000

200.000

175.000

150.000

400.000

300.000

250.000

175.000

125.000

125.000

175.000

150.000

125.000

100.000

75.000

50.000

250.000

200.000

175.000

150.000

75.000

75.000

200.000

150.000

1s0.000

100.000

75.000

75.000

rrr, Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten sarclangun

NO Golongan
BERAT SEDANG LANCAR

Uang
Harian/

Hari

Transport
/BBM (p/P)

Uang
Harian/

Hari

Transport
/8B1.{ (P/p)

Uang
Harian/

l.leri

Transport
/BBIti
(p/P)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.

3.

4,

5.

6.

Gol. A

Gol. B

Gol. C

Gol, D

Gol. E

Gol. F

200.000,-

175.000,-

150.000,-

125,000,-

100.000,-

75.000,-

250.000,-

200.000,-

175.000,-

150,000,-

100.000,-

100.000,-

150.000,-

125.000,=

100.000,-

75,000;-

50.000,-

210.000,-

200.000,-

150.000,.

150.000,-

100,000,-

100.000,-

100.000,-

125.000,-

100.000,-

75.000,-

50.000,-

25.000,-

25.000,-

150.000,-

150.000,-

100.000,-

75.000,-

75.000,-

75.000,-
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Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal go Jan t7an'

BUPATI SAROLANGUN

H. CEK ENDRA

2011

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 2o .lanua" zALl

SEKRETARIS DAEMH
I(ABUPA

:' *lo'1r qoq \cA
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